
 

 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA  

 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  

NOMOR  20   TAHUN 2026  

TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  

NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  

TAHUN ANGGARAN 2026  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 3 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 17 Tahun 2026, telah ditetapkan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;  

b.  bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h 

Lam piran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa 

pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum 

perubaha n APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu 

tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan 

prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau 

daerah;  

c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 hu ruf  i 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

SALINAN  
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Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa 

jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan 

APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampun g dalam 

Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut 

dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran;  

d.  bahwa berdasarkan angka IV huruf E angka 1 huruf  g 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran 

anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat 

dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran 

APBD dalam h al terdapat kondisi darurat termasuk 

keperluan mendesak melalui alokasi anggaran BTT, 

dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan 

APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi daerah 

yang melakukan perge seran setelah Perubahan APBD TA 

2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Rincian Alokasi d an Penyaluran Dana Bagi 

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus 

Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana 

Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi 

Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi 

Sumatera Utara, dan Provinsi  Sumatera Barat, serta Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah 

Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah 

Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi 

Sumatera Utara dan Prov insi Sumatera Barat, 

mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian alokasi 
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anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Tahun 

Anggaran 2026;  

f.  bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

400.10.11/3899/SJ tanggal 30  April 2026 hal Usulan 

Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah 

Berprestasi Tahun 2026 dan surat Nomor 

400.10.11/4615/SJ tanggal 11 Juni 2026 hal Persetujuan 

Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Apresiasi 

Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Reg ional 

Sumatera, perlu penyesuaian alokasi anggaran 

pendapatan dan pencantuman belanjanya pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;  

g. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan dasar, 

kegiatan strategis provinsi untuk mendukung pemulihan 

ekonom i yang anggarannya belum tersedia atau belum 

cukup tersedia dan pemutakhiran sumber pendanaan, 

serta berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 

melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar 

progr am, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, 

antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek 

belanja, perubahan uraian sub rincian obyek belanja 

dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;  

h.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan 

Peratu ran Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;  
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Mengingat    :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Ne gara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

3.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4.  Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

5.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4421);  

6.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakh ir dengan Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153);  

7.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerin tah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  
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8.  Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambaha n Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041);  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)  

sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 23  Nomor 6 , Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847);  
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13.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 6624);  

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 19  Nomor 42 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun 2 023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);  

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);  

17.  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2026  (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumater a Utara Tahun 20 25  Nomor 1); 

  

MEMUTUSKAN:  

 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG  PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 

TAHUN 2026 TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.  

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera 

Utara Nomor 3 Tahun 202 6 tentang Penjabaran Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara  

Tahun Anggaran 202 6 (Berita Daerah Provinsi Sumatera  Utara 

Tahun 202 6 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Gubernur:  




